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Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam undang undang tahun 1945.
Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum
dan rasa keadilan bermasyarakat, sebagai dasar pertimbangan yang patut untuk
diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara telah diatur di
dalam HUHP.
Selain itu pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah
jika hakim terdiri atas hakim majelis,putusan pengadilan adalah pernyataan
hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan jika pengadilan berpendapat
bahwa hasil pemeriksaan dipersidangan atas kesalahan perbuatan yang
didakwakan kepada yang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka
terdakwa tidak di beri sanksi terhadap hakim.
Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti
yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata mata atas dasar keyakinan
hakim dalam dalam menjatuhkan pidana menentukan wujud kebenaran sejati
dalam sistem persidangan kasus pembunuhan dan hakim wajib menguraikan dan
menjelaskan alasan alasan terdakwa.
Berdasarkan hasil penelitian ada  beberapa kasus pembunuhan yang telah
di teliti di pengadilan negeri makassar selama tiga tahun terakhir mengenai judul
skripsi mulai dari tahun 2011 sd 2013 kasus pembunuhan di pengadilan negeri
makassar setiap tahun mencapai sebanyak 55 orang di tahun 2011, baik dari
kasus pembunuhan berencana, pembunuhan seorang ibu dan pembunuhan anak
xi
di bawah umur. di tahun 2012 kasus pembunuhan di pengadilan negeri makassar
sebanyak 24 orang, sedangkan di tahun 2013 mencapai 42 orang.
Hakim harus memutuskan suatu tindankakan terhadap pelaku
pembunuhan dan di kenakan pasal 338 KUHP diancam karena melakukan
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Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia
berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(machsstaat)1. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia sangat menjunjung
hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan
yang sama dalam hukum serta menghendaki dalam setiap persoalan kemasyarakatan
dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Negara hukum menghendaki agar
hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa
ada pengecualiannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban,
kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Upaya bangsa Indonesia yakni melakukan suatu sistem hukum nasional yang
berpihak kepada kepentingan nasional dan bersumber dari Pancasila serta UUD 1945.
Hal ini masih diwujudkan oleh pemerintah bersama jajarannya dengan membenahi
pembinaan dibidang hukum agar dapat berjalan sesuai kebijakan pembangunan.
Peran hukum yang dinilai aktif menyangkut persoalan-persoalan perubahan sosial
hendaknya dilakukan secara sadar dan terpadu. Disinilah sifat pengaturan hukum itu
tampak dari aspek legitimasi atau pun keefektifan penerapannya. Persoalan-persoalan
yang muncul tersebut kemudian akan menyesuaikan dan bergeser dari bagaimana
1 A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum (Malang:  Bayumedia Publising, 2005), h.1
2mengatur sesuatu dengan melalui prosedur hukum menuju kearah bagaimana
pengaturan itu sampai dan dapat diterima oleh masyarakat hingga kelak timbul suatu
efek atau reaksi yang memang dikhendaki oleh hukum.
Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar
masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya
kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat di suatu
negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan
masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum sebagai sarana pengendali tingkah
laku setiap individu dalam masyarakat dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban
dalam kehidupan masyarakat.
Ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud apabila negara dapat menjunjung
tinggi hak asasi manusia sehingga hak dan kewajiban setiap warga negara dilindungi,
dihormati dan tidak dirampas oleh negara. Untuk itulah negara membuat aturan
hukum, salah satunya dengan membuat adanya hukum acara pidana di Indonesia.
Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa lepas dari adanya interaksi sosial yaitu
hubungan antar individu dengan individu yang lainnya karena manusia tidak bisa
hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia sering disebut sebagai
makhluk sosial. Dari proses interaksi sosial tersebut apabila antar individu terjadi
suatu kesalahpahaman dapat menimbulkan terjadinya permusuhan. Apabila
permusuhan tersebut tidak segera diselesaikan maka dapat menimbulkan terjadinya
suatu kejahatan, yang antara lain dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana.
3Dewasa ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan
masyarakat, salah satunya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan
diatur dalam Bab XIX Kejahatan Terhadap jiwa Orang Lain, Barang siapa dengan
sengaja menghilangkan jiwa orang lain, diancam Karena pembunuhan dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun . Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP.2
Suatu perkara pidana yang ada barang buktinya, biasanya akan dapat
mempercepat proses penyelesaian perkaranya daripada perkara lain yang tidak ada
barang buktinya, sebab dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka Hakim,
dapat menambah/mempertebal keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa dan
pula dapat dipakai sebagai unsur untuk memperberat atau meringankan hukuman
yang dijatuhkan, oleh karena itu sedapat mungkin penyelidik harus berusaha menyita
barang-barang bukti tersebut.
Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tampaknya sangat sederhana
tugas hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi dalam kenyataanya tidaklah mudah dan
sesederhana itu. Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi
pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang
disengketakan dan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya.
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya
Lengkap pasal demi pasal ( Bogor : Politea, 1995), h.240.
4Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami
hukum yang hidup dalam masyarakat. Sesuai degan perintah yangterkandung  dalam
Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman : “ Hakim sebagai
penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum yang hidup di masyarakat”.3
Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Agar putusan hakim (Pegadilan) Tetap
berwibawah. Hal ini penting, karena adanya pandangan yang menempatkan hukum
sebagai sekumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh Negara melalui
peradilan dengan Penekanan jaminan keadilan.4
Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu
dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan
untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi
tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya,
dokter ahli dan sebagainya.
Sebagai dasar pertimbangan yang patut untuk diperhatikan oleh hakim dalam
menjatuhkan suatu putusan perkara, telah diatur di dalam KUHAP, seperti Pasal 183
KUHAP menetapkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
3 Ahmda Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan solusinya (Makassar : ghalia
Indonesia, 2005),h 10
4 Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum (Makassar: Umitoha Ukhuwal Grafika,
2009), h 162.
5kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya”.5 Pengaturan perihal hakim menjatuhkan suatu putusan
terdapat juga pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya
pidana, hakim wajib pula memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari
terdakwa”. Menurut UU No. 48 Tahun 2009 hakim dalam pertimbangan
pertimbangan pidana yang akan dijatuhkan yaitu, kondisi seseorang (terdakwa) agar
diberi pidana setimpal dan seadil-adilnya. Perihal kondisi pribadi terduga tersebut
dapat dimintai beberapa keterangan misalnya dari orang-orang sekitar lingkungan
tetangganya, perlu juga keterangan dari ahli kejiwaan. Terlebih bagi hakim
pentingnya memperhatikan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan:
“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Tujuan pemidanaan juga menjadi dasar pertimbangan dan keyakinan oleh
hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana, dan tujuan dari pemidanaan
tersebut bukan bersifat membalas dendam tetapi diharapkan sebagai alat koreksi dan
edukatif, dan juga diharapkan dengan adanya pemidanaan tersebut keseimbangan
dalam masyarakat yang sempat terganggu akibat perbuatan terdakwa dapat kembali
ke keadaan semula sebelum adanya perbuatan
5Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183
6Dalam mencegah terjadinya tindak pidana, majelis hakim dalam memeriksa dan
memutus  sebuah perkara tindak pidana pembunuhan, yakni mengenai pertimbangan
hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pembunuhan.
Penangananya akan terasa sebagai sesuatu yang bermakna baik bagi individu yang
dijatuhi pidana maupun berguna juga bagi kepentingan masyarakat apa bila putusan
tersebut mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Dari uraian di atas, maka tugas hakim dalam memberikan keadilan melalui
putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan
tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan
juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-
benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti
yang kuat dan di dukung  dengan keyakinannya, sehingga putusannya nanti dapat
memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.
Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana, Maka hakim
mampu bertanggung jawab terhadap dunia & Akhirat, Oleh karena itu Menurut ajaran









Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat.6
Berdasarkan latar belakang tersebut didalam penelitian melihat bahwa persoalan
Peran Keyakinan Hakim dalam hal menjatuhkan Pidana Pembunuhan menarik untuk
dikaji, oleh karena itu peneliti mengangkat hal tersebut dengan judul :
“Peran keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan di
Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Penelitian ini di fokuskan pada para Hakim yang telah melaksana putusan
pidana kepada terdakwa kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar Tahun
2011-2013. Dan termasuk juga aturan hukum dan perundag-undagan yang menjadi
pijakan hakim dalam menjatuhkan putusan.
6Depertemen Agama RI, Al-Quran ( Edisi IV; Surabaya: Cv. Toha Putra,2001). h. 23
8Deskripsi fokus dalam penelitian ini akan di temukan dalam rumusan masalah
yang akan mejadi fokus utama dalam penelitian ini.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok adalah bagaimana
peran keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus
pembunuhan? Dari masalah pokok tersebut lahir masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangan tentang adanya
keyakinan hakim. Dalam menjatuhkan suatu putusan ?
2. Bagaimana Impelementasi praktek keyakinan hakim dalam memutuskan
perkara di Pengadilan Negeri Makassar dalam pembunuhan Tahun
2011-2013?
3. Bagaimana Eksistensi peran keyakinan hakim dalam menjatuhkan
pidana menurut hukum islam?
D. Kajian Pustaka
Menurut van Hamel hukum pidana didefinisikan sebagai “semua dasar-dasar
dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban
umum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan
mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan  tersebut” .7
7Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, (Jakarta, 1993,) h. 8.
9Sedangkan Simons memberikan definisi sebagai berikut : “Hukum Pidana
adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara
yang mengancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barang siapa yang tidak
mentaatinya, juga semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat
hukum itu, serta semua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan
menjalankan pidana tersebut.”8
Berdasarkan rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut
Moeljatno dapat disimpulkan bahwa  :
“Hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut (criminal act),
b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang
telah diancamkan (criminal responsibility);
c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.10
Sebagaimana dasar-dasar dan aturan yang diadakan oleh hukum pidana,
menyebabkan hukum pidana dapat dipandang dari dua segi sebagai berikut :
a. Hukum pidana dalam arti obyektif (ius poenale).
b. Hukum pidana dalam arti subyektif (ius puniendi).
8Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, (Jakarta, 1991), h.23
10
Ius poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan
atau keharusan-keharusan yang disertai ancaman pidana terhadap orang yang
melanggarnya. Ius poenale ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum
pidana formil.
Hukum pidana materiil berisikan peraturan tentang :
a. Perbuatan yang diancam pidana ;
b. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ;
c. Hukum penitensier, antara lain jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang
yang melanggar ketentuan hukum pidana.
Hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan tentang tata cara negara
mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Hukum pidana formil ini sering
disebut hukum acara pidana.
Ius puniendi adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak negara
atau alat perlengkapan negara untuk mengancam atau mengenakan pidana terhadap
perbuatan tertentu. Mengancam pidana merupakan hak dari lembaga legislatif.
Sedangkan mengenakan pidana dilaksanakan oleh lembaga peradilan.
Terkait dengan ius poenale yang dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil
dan hukum pidana formil, masing-masing hukum pidana tersebut mempunyai bentuk
yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia
ketentuan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dan ketentuan perundangan lainnya mengenai tindak pidana khusus,
sedangkan hukum pidana formil dimana sebelumnya diatur dalam HIR (Herziene
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Inlandsch Reglement) sekarang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum
acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada khususnya, aspek
“pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan
seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.Berdasarkan penjatuhan putusan
tersebut, maka terdapat beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian
yang diatur dalam KUHAP, yakni:
a. Conviction-in Time
Sistem pembuktian conviction-in time, menentukan salah tidaknya seorang
terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan
hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik
dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.
Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang
diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu
diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan
terdakwa.
Sistem pembuktian conviction-in time, sudah barang tentu mengandung
kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-
mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.
Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan
walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang
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lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem
pembuktian conviction-in time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti,
pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim.
Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat
bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar
“keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan
salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup
membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud
kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada
hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.
b. Conviction-Raisonee
Sistem ini pun dapat dikatakan, “keyakinan hakim” tetap memegang peranan
penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem
pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian
conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada
sistemconviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan
yang jelas”.
Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari
keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem
conviction-raisonee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu
harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim
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harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.
Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang
masuk akal.17 Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas
karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije
bewijstheorie).
c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara positif (Positief Wettelijke Stelsl)
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang
ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidakya terdakwa
semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Terpenuhinya syarat-
syarat dan keentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan
kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim
yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, buka menjadi masalah.
Menurut D. Simons, pada hakikatnya, sistem atau teori pembuktian
berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie)
iniberusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat
hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.Pemeriksaan
perkara oleh hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai
pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang
diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis
menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti
yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil
pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.
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Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada
prinsip “penghukuman berdasar hukum”. Artinya penjatuhan hukuman terhadap
seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas
kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat
dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti
berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.Sistem ini, disebut
juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).
d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Stelsel)
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori
antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan
sistempembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time.24 Rumusannya
berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang
didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Sistem ini, memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan
salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur
tersebut, misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut
undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup
terbukti, hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini
terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.
Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah
melakukan kejahatan yang didakwakan, akan tetapi keyakinan tersebut tidak
didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti
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yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti inipun terdakwa tidak dapat
dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus “saling
mendukung”.
Wirjono Projodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasar
undang-undang secara negatif (negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan
berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan
hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana,
janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas
kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim
dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut
oleh hakim dalam melakukan peradilan.
Dalam penulisan skripsi ini dimana permasalahan yang diangkat terkait
denganPeran Keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan di
Pengadilan Negeri Makassar, berikut ini paparan mengenai pemeriksaan penyidikan
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP serta undang-undang yang terkait.
E. Tujuan dan Kegunaan.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian :a. Untuk mengetahui bagaimana aturan hokum dan perundang-undagan
tentang adanaya keyakianan hukum. Dalam menjatuhkan suatu
putusan.
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b. Untuk mengetahuibagaimana implementasi praktek keyakinan hakim
dalam memutuskan perkara di Pegadilan Negeri Makassar dalam
pembunuhan
2. Kegunaan Penelitiana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:
Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensip
mengenai peran keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana
pembunuhan serta hal-hal yang berhubungan dengannya, termasuk
hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mengefektifkan
pelaksanaannya.b. Diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan sebagai bahan
bacaan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang
sama dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.c. Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan asas
praduga tak bersalah serta hal-hal yang berhubungan dengannya.
Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat




A. Tentang Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana
1. Dalam KUHAP
Putusan pengadilan merupakan Output dari suatu proses peradilan disidang
pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan
pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim,
tibalah saatnya Hakim mengambil keputusan.1
Adapun pengembalian setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan,
requisiatoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang
terbukti dalam sidang pengadilan.
Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah
jika hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini,
Maka A. Hamzah dan Irdan Dahlan Menyatakan bahwa:2
“satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut
hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan
perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.”
Adapun  bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir
11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan Bahwa :
1 Bambang Waluyo, Pidana dan pemidanaan ( Jakarta:sinargrafika,2008).hlm, 72.
2 Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum dalam perkara pidana,
(Jakarta;Binaaksara,1987), hlm,12.
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“ Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan  dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukam dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undangn
hukum acara pidana”3
Demikian Pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, .maka putusan pengadilan dapat
digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:
a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukumb. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, danc. Putusan yang mengadung pemidanaan
Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas, putusan lepas  dari segala
tuntutan, dan putusan pemidanaan. Ketiga macam putusan ini dijelaskan sebagai
berikut ini :
a. Putusanan bebas dari segala tuduhan hukum
Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang
dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP,
yaitu :
3 Pasal 1 butir 11, Kitap undang-undang Hukum Acara Pidana.
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“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”
Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP
tidak dipenuhi, yaitu karena.4
1) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal
184 KUHAP. Jadi, misalnya, hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti
lain.
2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan
atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat dua keteragan saksi, tetapi hakim
tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.
Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut :
“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya.”
Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 183 tersebut, menjelaskan kepada kita
dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum
cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat-
4 Martiman prodjohamijojo, Putusan pengadilan ( Jakarta;Ghalia Indonesia,1983),h.15.
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alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak
pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan dari hakim tidak cukup apabila keyakinan
tersebut sudah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah
putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata
menurut pendapat pegadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,
tetapi pelrbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana, jenis putusan ini dasar hukumnya dapat
ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan :
“ Jika pengadilan berpendapat Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka
terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”5.
Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang
menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri
pelaku perbuatan itu, Misalnya terdapat pada :
1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
2) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (over macht).
5 Pasal 191 ayat (2), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
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3) Pasal 49 KUHP tentang membela diri (noodweer).
4) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan perturan
udang-undang.
5) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.
Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut.
Sebagai hal-hal bersifat umum. Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang
menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu
dalam undang-undang. Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-
masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus
maupun yang besifat umum, maka ia tidak dapat dipertanggung jawabkan meskipun
perbuatan yang didakwakan itu terbukti.6
c. Putusan yang mengandung Pemidanaan
Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana
kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.
Dasar putusan ini adalah pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadannya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”7
Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti
dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada.
6Soedarjo, jaksa dan hakim dalam proses pidana, ( jakarta; Akademi pressindo,1985),hlm.58.
7 Pasal 193 ayat (3) kitab undang-undang hukum acara pidana
22
Dengan adanya dua alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan
hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana terpenuhi.
Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat
menetukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam pasal 10
KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang
dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan pemidanaan adalah pidana mati, penjara,
Kurungan dan denda.8
2. Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menurut Teori
a. Conviction-in Time
Sistem pembuktian conviction-in time, menentukan salah tidaknya seorang
terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan
hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik
dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.
Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang
diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu
diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan
terdakwa.
Sistem pembuktian conviction-in time, sudah barang tentu mengandung
kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-
8Joko prakoso, kedudukan justisiabel di dalam KUHAP, (Jakarta;Ghalia Indonesia,1986), h.272.
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mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.
Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan
walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang
lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem
pembuktian conviction-in time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti,
pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim.
Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat
bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar
“keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan
salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup
membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud
kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada
hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.
b. Conviction-Raisonee
Sistem ini pun dapat dikatakan, “keyakinan hakim” tetap memegang peranan
penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem
pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian
conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada system
conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang
jelas”.
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Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari
keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem
conviction-raisonee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu
harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim
harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.
Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang
masuk akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena
hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).
Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim
sampai batas tertentu in terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas
yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction
raisonnee) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara
negatif.
Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim,
artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim
Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan
hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (conclusie)
yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan
menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang
pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua
berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh
undang-undang, tetapi hat itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.
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Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs
theorie). Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana tehadap terdakwa apabila
alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula
oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.
Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara
pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHP di Indonesia menganut sitem pembuktian
menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sitem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif ( negatief wettelijke bewujs theorie) terdapat unsur dominan
berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya
merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan
tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit
dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurng-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Stelsel)
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang
ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa
semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Terpenuhinya syarat-
syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan
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kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim
yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.
Menurut D. Simons, pada hakikatnya, sistem atau teori pembuktian berdasarkan
undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie) iniberusaha untuk
menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara
ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.Pemeriksaan perkara oleh
hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai
pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh
di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis
menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti
yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil
pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada
prinsip “penghukuman berdasar hukum”. Artinya penjatuhan hukuman terhadap
seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas
kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat
dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti
berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.Sistem ini, disebut
juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).
Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke
Stelsel) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori
antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan
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sistempembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time.24 Rumusannya
berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang
didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.s
Sistem ini, memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan
salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur
tersebut, misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut
undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup
terbukti, hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini
terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.
Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah
melakukan kejahatan yang didakwakan, akan tetapi keyakinan tersebut tidak
didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti
yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti inipun terdakwa tidak dapat
dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus “saling
mendukung”.
Wirjono Projodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasar undang-
undang secara negatif (negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua
alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang
kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana,janganlah hakim
terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun
28
keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim
dalam melakukan peradilan.9
B. Tindak Pidana Pembunuhan
1. Tindak Pembunuhan dalam KUHP
Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan-
ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja
dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas  Pasal, yaitu dari  Pasal
338 sampai dengan  Pasal  350KUHP. Kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai
pembunuhan, yang terdiri dari:
a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok
Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam
bentuk pokok, dimuat da lam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”
Apabila rumusan Pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya, maka terdiri dari:
a.  Unsur Subjektif : dengan sengaja
b.  Unsur Objektif :
1).  Perbuatan: menghilangkan nyawa
2).  Objeknya : nyawa orang lain




a.  Adanya wujud perbuatan;
b.  Adanya suatu kematian (orang lain);
c.  Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat
kematian (orang lain).
Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa
orang lain terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan
menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat).
Apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dan dalam tenggang waktu
tersebut pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah
kehendaknya itu akan diwujudkan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan
diwujudkan, maka pembunuhan itu termasuk kualifikasi pembunuhan berencana yang
diatur dalam Pasal 340 KUHP.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembunuhan merupakan
tindak pidana materil, maka dikatakan selesai jika wujud perbuatan telah
menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Apabila karenanya
(misalnya menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain,
kejadian ini merupakan percobaan
pembunuhan dan  bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan
Pasal 338 KUHP.
30
b. Pembunuhan dengan Keadaan yang Memberatkan
Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam
Pasal 339 KUHP sebagai berikut:
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana
lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari
pidana dalam hal tertangkap  tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda
yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”
c. Pembunuhan Berencana
Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340  KUHP  yang rumusannya
sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu
menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana,
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,
paling lama 20 tahun.” Pembentukan undang-undang memberikan pengertian dan
hukuman berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP.
Hal demikian dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana
menjadi hal yang memberatkan jika dibanding pembunuhan biasa.  Jadi jika dilihat
definisi yang diberikan Oleh KUHP, Pembunuhan berencana sebenenarnya suatu
pembunuhan biasa (Seperti Pasal 338 KUHP), namun dilakukan dengan direncanakan
terlebih dahulu. Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak
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hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan
membunuhnya terdapat jedah diantaranya  untuk memikirkan, misalnya, dengan cara
bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP)
dan pembunuhan direncanakan, dapat dilihat : Jika pembunuhan biasa itu dilakukan
seketika , Sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang
lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana
pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan
pelaku dapat berfikir tenang.  Pembunuhan berencana merupakan salah satu
perbuatan yang diancam dengan pidana mati, selain itu juga ancaman hukumannya
adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu , paling lama dua
puluh tahun.
d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya
Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana dimuat dalam
pasal dalam Pasal 341 KUHP sebagai berikut:
”Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi
dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya
dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7
tahun.”
e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban
Bentuk  pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344  KUHP, yang dirumuskan
sebagai berikut:
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“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri
yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 tahun.”
f. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri
Kejahatan yang dimaksud dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP sebagai
berikut:
“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam
perbutan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 tahun jika orang itu jadi bunuh diri.”
g. Pengguguran Kandungan
1). Pengguguran Kandugan olehnya sendiri
Pengguguran kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan
dalam Pasal 346 KUHP sebagai berikut:“Seorang perempuan yang sengaja
menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”
2). Pengguguran Kandungan tanpa persetujuan orang yang mengandung.
Kejahatan  ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP yang rumusannya sebagai
berikut: (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 tahun.
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(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3). Pengguran ini dirumuskan dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi
sebagai berikut:(1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan
kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana
dengan pidana penjara Selama lamanya 5 Tahun 6 bulan.(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4).  Pengguguran kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat
Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum
dari kejahatan sebagaimana yang  cantumkan dalam Pasal 349 KUHP sebagai
berikut:
“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan
berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu
kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan
dalam pasal itu dapat ditambah  sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan
pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.”guguran Kandunganatas
persetujuan orang yang megandung.
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2. Pengertian Pembunuhan
Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 2006:194),
mengemukakan bahwa  “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan
nyawa,  sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal
membunuh”10. Bertitik tolak dari referensi pembunuhan itu sendiri, secara umum
dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam  Pasal338 KUHP
yang dinyatakan sebagai berikut:
“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.
Seperti diketahui bahwa pembunuhan, merupakan suatu kesengajaan menghilangkan
nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak
manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena
pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa
mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat
yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban
dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan
suatu perbuatan yang tercela, ataupun tidak patut.
10 (W.J.S Poerwadarminta, 2006:194)
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C. Peran keyakinan hakim menurut hukum islam
Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, yaitu:
1. Yaqin : meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. Zhaan : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya
pembuktian (terbukti 75-99 %)
3. Syubhaat : ragu-ragu ( terbukti 50%)
4. Waham : sangsi (terbukti -50%)
Seorang hakim harus menghindarkan memberikan putusan apabila terdapat
kondisi syubhaat atau lebih rendah, tapi hakim boleh berpegang pada tingkat zhaan.
Sabda Rasulullah S.A.W :“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu
jelas. Diantara keduanya ada yang syubhaat (perkara yang samar) yang kebanyakan
manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang jatuh melakukan perkara
yang samar itu, maka ia telah jatuh ke perkara yang haram ” ( H.R. Bukhari dan
Muslim ).11
Dalam hukum pembuktian hanya diarahkan pada kaedah-kaedah fiqih.
Kaedah-kaedah fiqih yang dimaksud adalah dalil-dalil yang digunakan dalam
pemeriksaan perkara untuk pembebanan pembuktian.
Sebagaimana halnya dalam hukum acara perdata positif, dalam hukum Islam
juga terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam sebagai berikut :
Pendapat pertama
11 (H.R Bukhari dan Muslim). h.34
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Dalam hukum Islam, hakim tidak diwajibkan untuk mencapai suatu kebenaran
materil, melainkan hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil saja. Hal ini
sesuai dengan apa yang pernah diputuskan oleh qadli.
Peran keyakinan hakim dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di
Indonesia adalah berfungsi sebagai dasar pijakan atau pertimbangan dalam
memutuskan perkara, dalam artian keyakinan tersebut merupakan tindakan hakim
yang mengiringi setelah timbulnya alat-alat bukti yang dihadirkan dimuka sidang,
yang mana dalam KUHP alat bukti yang dapat menyakinkan hakim dalah minimal
dua alat bukti. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwasanya,
keyakinan hakim adalah pengetahuan luas seseorang hakim tentang hukum islam dan
kepandaiannya dalam membaca indikasi yang timbul dalam suatu perkara yang dia
sebut sebagai firasat mempunyai peran sebagai dasar pedoman bagi hakim dalam
memutuskan perkara, selain itu adanya pengetahuan juga disertai dengan ibarat, yakni
ketentuan hukum.12
Adapun relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan hukum acara
pidana di Indonesia tentang peran keyakinan hakim adalah pada keduannya (Menurut
Ibnu Qayyim dan hukum acara pidana di Indonesia). Sama-sama  menekankan
bahwasanya keyakinan hakim mempunyai peran yang sangat urgen dalam
memutuskan perkara. Dimana keyakinan hakim berperan sebagai dasar pijakan atau
landasan bagi hakim dalam memutuskan perkara selain berpijak pada hukum formil
yang ada, karena haki8m juga tidak mengesampinkan hukum materil. Sehingga dapat
12 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum islam. h. 35
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dibedakan pula bahwa keyakinan hakim dalam hukum acara perdata yang mana
keyakinan hakim disini meupakan dasar pedoman bagi hakim dalam memutuskan
perkara13
Peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan
memahami hukum dalam menjatuhkan pidana pembunuhan, sebagaimana halnya
menurut hukum islam dalam menjatuhkan pidana hakim harus mengetahui bahwa
dalam perkara pidana harus ada barang bukti bahwa benar benar dia bersalah dan
harus menjatuhkan pidana pembunuhan di atur dalam Pasal 338 KUHP14.
13 Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-Sannay, Subul as Salam, Dahlan, Bandung, h.125, Ibnu
Qayyim Al Jauziyyah.













Sebelum Putusan Hakim Harus Meperhatiakan
1. Dua alat Bukti (Pasal 184 KUHAP)
2. Tentang Keyakian Hakim (pasal 183
KUHAP)







A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitan ini adalah penelitan Kualitatif.
Berdasarkan judul penelitian, maka variabel yang akan dikaji dalam penelitian
ini hanya satu (variable tunggal) yaitu “Peran Keyakinan hakim dalam menjatuhkan
pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013” dengan
indikator peranan Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan serta
yang melibatkan terdakwa. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang
mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan pidana serta kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana terhadap kejahatan pembunuhan.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian meliputi :
Pendekatan yuridis ; yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui
kesesuaiaan antara ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan
aturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan dengan praktik penarapan putusan
dengan mempergunakan keyakinan oleh hakim yang memutuskan suatu perkara
pidana pembunuhan.
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Pendekatan sosiologis;  yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat adanya
pengaruh timbal balik antara kehidupan sosial dengan penegakan hukum, begitupun
sebaliknya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang
signifikan pemahaman masyarakat (terdakwa/terpidana) terhadap hukum dengan
prilaku hukum mereka. Begitupun sebaliknya, apakah terdapat pengaruh institusi dan
hubungan-hubungan social terhadap penegakan hukum itu sendiri.
C. Sumber Data
1. Populasi.
Populasi adalah semua obyek yang menjadi lingkup atau sasaran penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim di pengadilan Negeri Makassar yang
menjatuhkan pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012-2014
2. Sampel.
Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang diamati
(Donald Ary, 1982:189)1. Sebagai wakil dari populasi, sampel harus benar-benar
representatif. Menurut Mantra dan Kasto (dalam Masri Singarimbun dan Sofyan
Effendi, 1985:106)2 bahwa “ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam
menentukan sampel penelitian yaitu derajat keragaman populasi, presisi yang
dikehendaki, rencana analisis, tenaga, biaya dan waktu”. Atas dasar itulah besarnya
sampel harus diambil. Tentang besarnya ukuran sampel penelitian tidak terdapat
1 (Donald Ary,1982:189)
2 (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi,1985:106)
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suatu aturan yang tegas yang harus menjadi pegangan dalam melakukan penelitian,
akan tetapi banyak teori yang telah dikemukakan oleh ahli penelitian. Sampel yang
kecil lebih sedikit memerlukan biaya, mudah diolah akan tetapi mempunyai
kesalahan sampling yang lebih besar sehingga kekuatan generalisasinya lebih kecil.
Sebaliknya sampel yang besar apalgi besar sekali, sukar dikendalikan, biayanya
tinggi dan pengumpulan data serta pengolahannya relatif lama, akan tetapi
generalisasinya cukup kuat.
Secara teknis, besarnya sampel bergantung pada ketetapan yang diinginkan
peneliti dalam menduga parameter populasi pada taraf kepercayaan tertentu. Tidak
ada satu kaedah pun yang dapat dipakai untuk menetapkan besarnya sampel. Menurut
Donald Ary. at. al. (1982:198)3. “pemecahan terbaik terhadap masalah besarnya
sampel ini adalah dengan menggunakan sampel yang sebesar mungkin”.
Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang akan diamati.
Sebagai wakil dari populasi sampel harus benar-benar reprenstatif. Untuk
mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka sampel yang akan
diambil sebanyak . Sedangkan sampel dari para 4 orang Hakim Pegadilan Negeri
yang penentuannya dilakukan secara purposive sampling (penentuan dengan secara
sengaja terhadap populasi yang dianggap refresentatif memberikan informasi yang
dibutuhkan dan sangat membangun penelitian ini). Penentuan ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa bahwa Informan relative homogeny, baik tingkat pendidikannya
maupun pemahamannya akan hal yanga akan diteliti .
3 Donald Ary (1982:198)
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D. Metode Pengumpulan Data
Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti,
peneliti mempergunakan instrumen pengumpulan data yaitu:
a.Wawancara (interview), yaitu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data
atau informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan atau sumber
informasi, sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara
(interview) dilakukan terhadap informan untuk mendalami hal-hal yang belum
diketahui dan sangat dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk memudahkan
pelaksanaannya, maka wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan
pedoman wawancara (interview guide). penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk
menggali dan mendalami hal-hal penting sebagai data sekunder, yang langsung
berhubungan dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan di
pegadilan negeri makassar.
b. Dokumentasi;yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukuan untuk
mendapatkan data primer, baik, jurnal hukum, makalah maupun dokumen-dokumen
tertulis lainnya yang di Pegadilan Negeri Makassar.
E. Instrument Penelitian





F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Teknik analisis data yang dipergunakan dalam mengelolah hasil penelitian
adalah analisis deskriktif kualitatif, yaitu menguraikan data hasil penelitian secara
rinci, baik secara deduktif maupun induktif. Data kuantitatif juga dibutuhkan dalam
penelitian ini seperti jumlah kasus pembunuhan yang sedang ditangani di Pegadilan
Negeri Makassar, jumlah tersangka/terdakwa, akan tetapi data tersebut tidak untuk
dianalisis dengan menggunakan rumus statistic. Hal-hal yang dideskripsikan tersebut
antara lain:
1. Bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangan tentang adanya keyakinan
hakim dalam menjatuhkan suatu putusan ?
2. Bagaimana Impelementasi praktek keyakinan hakim dalam memutuskan perkara di
Pengadilan Negeri Makassar dalam pembunuhan Tahun 2011-2013 ?
G. Pengujian Keabsahan Data
Banyak hasil penelitian kualititaf yang diragukan kebenarannya karena
beberapa hal, yaitu subjektifitas peneliti merupakan hal dominan dalam penelitian
kualitatif, alat  penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan obserpasi
mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka apalagi tanpa
control, dan terbuka dan apalagi tanpa control, dan sumber data kualititatif yang
kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.
Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan dimungkinkan dapat timbul.
Entah itu bersal dari diri peneliti ataupun pihak informan. Untuk mengurangi dan
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meniadakan kesalahan data tersebut, peneliti perlu mengadakan pengecekan kembali
data tersebut, peneliti perlu mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum
diperoses dalam bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti tidak
akan mengalami kesalahan.
Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif  demi
kesasihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik
keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan
salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar
data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, Melalui
teknik pemeriksaan ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan
triangulasi teori, dimana data yang yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan
dengan teori-teori.
Ada 3 teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data :
1. Memperpanjang Masa pengamatan.
Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang diperlukan,
biasa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan itu
membagun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan
peneliti sendiri.
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2. Pengamatan yang terus menerus.
Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang
sangat relefan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri
pada hal-hal tersebut secara rinci. dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal
tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan
lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
3.Triangulasi.
Pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dilura data untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi
juga bias disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber
yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi
dilakukan dengan sumber data penelitian atau pengamat lain. Tehnik triangulasi yang
digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber
(wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperloh melalui waktu dan
alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Trianqulasi ini dilakukan dengan cara :
 Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi
 Membandingkan Hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
saling berkaitan.
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 Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai suatu
pemahaman tentang suatu atau berbagai hal
 Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang
berpendidikan menegah atau tinggi ,orang berada , orang pemerintahan.
 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
Maka pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trigulasi




A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar
Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan, yakni
pada tahun 1916. Pada awalnya selain berfungsi sebagai tempat penghukuman bagi
rakyat pribumi Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi tempat untuk mencari
keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di Makassar dan sekitarnya. Sejak
masa kemerdekaan sampai sekarang gedung Pengadilan Negeri Makassar sudah
sering mengalami pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk
aslinya. Karena itulah gedung Pengadilan Negeri Makassar yang masih kental dengan
corak khas Belanda tersebut termasuk di antara situs-situs heritage (peninggalan
bersejarah) yang dilindungi oleh pemerintah kota Makassar.
Berikut ini adalah susunan ketua Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan
periode kepemimpinan dari masa ke masa :
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1. Visi dan Misi Pengadilan
Negeri Makassar
Visi:
“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
Misi:
 Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan,
serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur
tangan pihak lain.
 Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
 Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
 Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, bermartabat dan dihormati.
 Melaksanakan kekuasaan  kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan
transparan.
2. Uraian Tugas Pengadilan Negeri Makassar
a. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
1. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas
Pengadilan secara baik dan lancar.
2. Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua
BAPERJAKAT.
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3. Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Koordinator
Pengawas Bidang.
4. Memutuskan para Hakim sebagai Pengawas bidang tertentu.
b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar
Bidang Yudisil
1. Pembagian perkara perdata permohonan dan pidana singkat atau tindak
pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas.
2. Mengeluarkan penetapan penyitaan, penggeledahan dan perpanjangan
penahanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau Penyidik.
3. Mengeluarkan izin atau penetapan sita.
Bidang Non Yudisil
1. Koordinator tugas-tugas pengawasan bidang, penyelesaian tunggakan
minutasi perkara, pembenahan arsip perkara in-aktif dan pembenahan
perpustakaan.
2. Pengawasan bidang keuangan, baik keuangan perkara maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara (DIPA) tahun anggaran per jalan.
3. Pengawasan disiplin pegawai dan bimbingan terhadap Hakim, pejabat
Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam kaitannya dengan kemampuan
teknis yudisiil dan administrasi.
4. Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT.
5. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Absen.
6. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
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c. Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Makassar
1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang-bidang tertentu yang
telah ditentukan dan melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi dan
tehnis yustisial.
4. Menetapkan hari sidang.
5. Menetapkan sita jaminan.
6. Mengadakan pemeriksaan setempat.
7. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis.
8. Menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuk diucapkan.
9. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
10. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan permasalahan
hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
11. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian
dan Umum.
12. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Absen.
13. Melaksanakan tugas sebagai anggota BAPERJAKAT.
14. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Hukum.
15. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Pidana.
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16. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas  dan Pengamat
(KIMWASMAT).
17. Melaksanakan tugas sebagai HUMAS  pada Pengadilan Negeri
Makassar.
18. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Perdata.
d. Panitera atau Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta
pengorganisasiannya.
2. Memimpin Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri dan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi
perkara dan administrasi umum.
3. Menerbitkan SPM sebagai Kuasa pengguna anggaran didasarkan pada
alokasi dana yang tersedia dalam DIPA.
4. Melaksanakan pembayaran tagihan atas beban belanja negara melalui
SMP.LS yang disampaikan kepada KPPN,dengan dilengkapi bukti-bukti
asli.
5. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara putusan, dokumen,
buku daftar, buku jurnal, buku register, dan surat-surat atau dokumen
lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
6. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan
perkara, keuangan rutin dan keuangan titipan pihak ketiga (Consinatie).
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7. Mengatur pembagian tugas bagi Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan,
Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.
8. Membuat salinan Putusan/ Penetapan.
9. Menandatangani salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri dan
surat-surat lain yang menjadi wewenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
10. Membuat dan menandatangani akta:
 Pernyataan permohonan (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)
dan Akta Pencabutan (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali).
 Pemberitahuan pernyataan permohonan banding, kasasi dan
peninjauan kembali dan pemberitahuan untuk inzage.
 Penerimaan memori, kontra memori: banding, kasasi dan peninjauan
kembali.
 Penyampaian memori kontra memori: banding, kasasi dan peninjauan
kembali.
 Pemberitahuan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
11. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan
peninjauan kembali dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
12. Melaksanakan sita jaminan, sita eksekusi.
13. Melaksanakan isi putusan yang dimohonkan eksekusi dan melaporkan
pada Ketua Pengadilan Negeri Makassar.
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14. Mendistribusikannya surat-surat yang telah didisposisi Ketua
Pengadilan kepada unit pelaksana.
15. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pimpinan.
16. Melaksanakan tugas sebagai Anggota BAPERJAKAT.
17. Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim Pengawas Absen.
18. Menunjuk Panitera Pengganti untuk melaksanakan persidangan secara
bergantian.
19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
e. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar
1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta pengorganisasiannya.
2. Melaksanakan delegasi wewenang Panitera.
3. Membantu Panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara.
4. Melaksanakan tugas Panitera jika Panitera berhalangan.
5. Melaksanakan sita jaminan (CB) eksekusi putusan perkara yang
diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang
ditentukan apabila Panitera berhalangan.
6. Membuat dan menandatangani akta apabila Panitera berhalangan:
a. Pernyataan Permohonan (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Keembali)
dan Akta Pencabutan (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali).
b. Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali dan pemberitahuan untuk Inzage.
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c. Penerimaan memori, kontra memori: Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali.
d. Penyampaian memori, kontra memori: Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali.
e. Pemberitahuan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
f. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar
1. Mencatat setiap data perkembangan perkara yang disidangkan pada
agenda (Court Calendar Panitera Pengganti).
2. Membantu Hakim dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan.
3. Membantu Hakim dalam hal.
4. Membantu penetapan hari sidang.
5. Membantu berita acara persidangan yang harus selesai sebelum hari
sidang berikutnya.
6. Mengetik putusan/penetapan.
7. Melaporkan perkembangan perkara kepada meja II (petugas register)
setiap kali selesai sidang, untuk dicatat dalam register perkara hal-hal
sebagai berikut.
8. Perubahan hari sidang dan alasannya.
9. Perkara yang sudah diputus berikut amarnya.
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10. Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan Hakim
Ketua Majelis, serta asli putusan/ penetapan.
11. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah
selesai diminutasi.
12. Melaksanakan tugas lain di bidang perkara yang diberikan Panitera dan
Panitera Muda..
Peran keyakinan hakim dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di
Indonesia adalah berfungsi sebagai dasar pijakan atau pertimbangan dalam
memutuskan perkara, dalam artian keyakinan tersebut merupakan tindakan hakim
yang mengiringi setelah timbulnya alat-alat bukti yang dihadirkan dimuka sidang,
yang mana dalam KUHAP alat bukti yang dapat meyakinkan hakim adalah minimal
dua alat bukti. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwasanya,
keyakinan hakim adalah pengetahuan luas seorang hakim tentang hukum dan
kepandaiannya dalam membaca indikasi yang timbul dalam suatu perkara yang dia
sebut sebagai firasat mempunyai peran sebagai dasar pedoman bagi hakim dalam
memutuskan perkara, selain itu adanya pengetahuan juga disertai dengan imarat,
yakni ketentuan hukum.
Adapun relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan hukum acara
pidana di Indonesia tentang peran keyakinan hakim adalah pada keduanya (menurut
Ibnu Qayyim dan hukum acara pidana di Indonesia) sama-sama menekankan
bahwasanya keyakinan hakim mempunyai peran yang sangat urgen dalam
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memutuskan perkara. Di mana keyakinan hakim berperan sebagai dasar pijakan atau
landasan bagi hakim dalam memutuskan perkara selain berpijak pada hukum formil
yang ada, karena hakim juga tidak mengesampingkan hukum materiil. Sehingga
dapat dibedakan pula bahwa keyakinan hakim dalam hukum acara pidana ini tidak
sama halnya dengan keyakinan yang ada dalam hukum Acara perdata yang mana
keyakinan hakim disini merupakan dasar pedoman bagi hakim dalam memutuskan
perkara.25
Peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan
memahami hukum dalam menjatuhkan pidana pembunuhan, sebagaimana hal nya
menurut hukum islam dalam menjatuhkan pidana hakim harus mengetahui bahwa
dalam perkara pidana harus ada barang bukti bahwa benar benar dia bersalah dan
harus menjatuhkan pidana pembunuhan di atur dalam pasal 338 KUHP.26
B. Aturan hukum dan pendapat adanya keyakinan Hakim
Dalam keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pembunuhan
yang di atur Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun penjara.
25 Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-San‟any, Subul as Salam, Dahlan, Bandung, h.125,
ibnu Qayyim Al jauziyyah,
26 Pasal 338 KUHP Undang Undang No.8 Tahun 1981
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Ada  beberapa kasus pembunuhan yang telah di teliti di Pengadilan Negeri
Makassar selama tiga tahun terakhir mengenai judul skripsi mulai dari tahun 2011 sd
2013 kasus pembunuhan di pengadilan negeri makassar setiap tahun mencapai
sebanyak 55 orang di tahun 2011, baik dari kasus pembunuhan berencana,
pembunuhan seorang ibu dan pembunuhan anak di bawah umur. di tahun 2012 kasus
pembunuhan di pengadilan negeri makassar sebanyak 24 orang, sedangkan di tahun
2013 mencapai 42 orang.
TAHUN KASUS JUMLAH KASUS TOTAL
2011 PEMBUNUHAN 55 ORANG
121
ORANG2012 PEMBUNUHAN 24 ORANG
2013 PEMBUNUHAN 42 ORANG
Tabel 1.1 Sumber data Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011 sd 2013.27
27 Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tabel Sumber Pengadilan  Negeri
Makassar 2011-2013
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C. Praktek keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan
Berdasarkan Pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan, dalam praktek
keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat di hukum paling lama 10 sampai
dengan 15 tahun kurungan penjara. Adapun petikan putusan mengenai Praktek dalam
menjatuhkan pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar di tahun 2013
sebagai berikut:
Putusan No.449/pid.B/2013/PN.MKS. Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:
Nama Lengkap: SUHARTO alias ATTO bin. H.SUARDI. Terdakwa di tahan
berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:
 Penyidik sejak tanggal 02 januari 2013 s/d tanggal 21 januari 2013.
 Penuntut umum sejak tanggal 22 januari 2013 s/d tanggal 19 maret
2013.
 Hakim Pengadilan Makassar sejak tanggal 25 Maret 2013.
 Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Makassar 24 April 2013




 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
No.449/pid.B/2013/PN.Mks, tanggal 25 Maret 2013, tentang
penunjukan Hakim Majelis;
 Penetapan Hakim Majelis No.148/Pid.B/2013/PN.Mks, tanggal 27
maret 2013 tentang penetapan hari siding;
 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B-
385/R.4.10.3/Ep/03/2013, dari kepala kejaksaan Negeri Makassar
beserta dengan lampiran-lampirannya; Telah mendengar;
 Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan di depan
persidangan;
 Keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa dipersidangan;
A. Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei
2013, yang menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO alias ATTO bin SUHARDI
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Menghilangkan nyawa orang lain
“PEMBUNUHAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 338 KUHP;
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2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada
dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pisau pemotong
daging stainless ukuran 35 cm, dirampas untuk dimusnakan.
B. Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak melakukan lagi, oleh
karena itu terdakwa mohon keringanan hukumam;
1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta
berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;
Telah mendengar replica secara lisan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada surat tuntutannya ;
Telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum
dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum
atas dakwaan No.Reg.Perk.No.PDM-07 /Mks /Ep /01/2013 tanggal 26 Februari 2013,
yaitu terdakwa melanggar pasal:
1. Pasal 351 ayat (3) KUHP, Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia
dihukum penjara selama-lamanya lebih dari tujuh tahun.
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2. Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Tahun 1951 yang berbunyi: Barang siapa tanpa hak
membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata tajam
“penikam” atau senjata hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun
(10 tahun).
A. Keterangan Ahli
1. Berdasarkan dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Faisal,
tanggal 1 januari 2013
Uraian tentang kelainan-kelainan yang terdapat :
Pemeriksaan Luar (Luka luar) :
 Dada sebelah kiri atas : luka terbuka arah serong kanan P.6 cm
 Dada sebelah kiri bawah : luka terbuka arah membujur P.2,5 cm
 Punggung bawah sebelah kanan : luka terbuka P.10 cm
 Lengan bawah kiri sedikit di bawah siku luka terbuka Uk P.7 cm
Kesimpulan:
Luka robek di dada kiri 2 (dua) buah, punggung 1 (satu) buah, lengah
bawah kiri.
Kelainan- Kelainan itu disebaabkan oleh : Kekerasan Benda Tajam.
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B . Analisis Kasus
1. Berdasarkan keterangan dari semua saksi-saksi tersebut bahwa Lk.
SUHARTO alias ATTO telah melakukan penikaman terhadap diri Lk,
JAMALUDDIN alias MADONG pada hari selasa tanggal 1 januari 2013
sekitar jam 03.30 wita di jalan barawaja dekat terowongan Kel. Rappokalling
Kec. Tallo kota Makassar
2. Bahwa saudara SUHARTO alias ATTO yang ia maksud adalah pelaku
penikaman terhadap saudara JAMALUDDIN alias MADONG yang
menyebabkan saudara JAMALUDDIN alias MADONG meninggal dunia
dan tinggal di Rappokalling.
3. Saksi menjelaskan pada saat kejadian penikaman yang dilakukan oleh
saudara SUHARTO alias ATTO terhadap diri saudara JAMALUDDIN alias
MADONG ia tidak melihat langsung karena saat itu ia meninggalkan tempat
kejadian yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter.
4. Saksi menjelaskan pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh
saudara SUHARTO alias ATTO ia berada di tempat kejadian dan jarak
kurang lebih 5 (lima) Meter.
5. Saksi menjelaskan pada saat kejadian penikaman yang dilakukan oleh
saudara SUHARTO alias ATTO terhadap diri saudara JAMALUDDIN alias
MADONG ia tidak melihat saudara SUHARTO alias ATTO membawah
sebilah pisau dapur pemotong daging sebelum peristiwa tersebut terjadi.
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6. Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga saudara SUHARTO alias ATTO
menikam saudara JAMALUDDIN alias MADONG, namun sebelum
kejadian tersebut ia bersama dengan saudara, FAJAR, saudara MUNAWIR,
saudara IRFAN, saudara JAMALUDDIN alias MADONG (korban), dan
saudara SUHARTO alias ATTO selesai meminum minuman keras.
7. Saksi menjelaskan bahwa saudara JAMALUDDIN alias MADONG
mengalami luka tusukan sebanyak 4 (empat) kali di bagian tubuh kenah pada
punggung belakang, dibagian dada, bagian perut dan tangan kiri.
8. Saksi menjelaskan bahwa saudara JAMALUDDIN alias MADONG adalah
anak kandung karna ia menikah dengan saudari SANANG dari hasil
perkawinan tersebut ia mempunyai anak 3 (tiga) orang 2 laki dan 1
perempuan dan saudara JAMALUDDIN alias MADONG anak pertama dari
perkawinannya.
9. Sakasi menjelaskan saudara SUHARTO alias ATTO melakukan
penganiayaan dengan cara menikam saudara JAMALUDDIN alias
MADONG dengan mengunakan sebilah pisau yang terbuat dari stenlies.
10. Bahwa saudara tersangka saudara SUHARTO alias ATTO menjelaskan
maksud dan tujuan membawah pisau pemotong daging adalah karna saya
setiap subuh keluar ketempat kerja pemotong daging di Antang dan maccibi
Makassar.
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Akibat dengan kekerasan benda tajam telah di jelaskan dan di kuatkan dalam
keterangan Visum et Referfum sebagaimana halnya keterangan saksi-saksi dan
tersangka bahwa penikaman itu dilakukan dengan menggunakan sebilah pisau
pemotong daging stenlies.
C, Analisa Yuridis
1. Perbuatan tersangkanlelaki SUHARTO alias ATTO melakukan penikaman
terhadapn korban lelaki JAMALUDDIN alias MADONG berdasarkan saksi-
saksi atau adanya bukti petunjuk, bahwa tersangka dengan sengaja melakukan
penikaman kearah tubuh korban pada dada sebelah kiri atas, dada sebelah kiri
bawah, punggung bawah sebelah kiri dan lengan bawah kiri yang
mengakibatkan kematian. Atau sengaja menghilangkan jiwa orang,
sebgaimana analisa kasus diatas telah memenuhu unsure Pasal 338
KUHPidana.
2. Tersangka lelaki SUHARTO alias ATTO, melakukan Penganiayaan dengan
cara menikam kearah tubuh korban telah memenuhi unsure, karena perbuatan
tersangka tersebut mengakibatkan matinya korban lelaki JAMALUDDIN
alias MADONG, sebagaimna dimaksud dalam Pasal 351 (3) KUHPidana.
3. Bahwa tersangka lelaki SUHARTO alias ATTO mengakui dan membenarkan
keterangannya bahwa ia melakukan penikaman dengan mengunakan sebilah
pisau pemotong daging (Stenlies) miliknya yang berukuran panjang kurang
lebih 35 Cm, kearah tubuh korban lelaki JAMALUDDIN alias MADONG,
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dan juga berdasarkan keterangam saksi-saksi bahwa sebilah pisau pemotong
danging (Stenlis) yang di pakai menikam adalah milik tersangka, telah
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU
No.12/Drt/1951/LN.No.78Thn.1951.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami
kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan yang
melanggar Pasal 338 KUHP, dengan unsure-unsur sebagai berikut:
1. Barang siapa
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar
terdakwah telah menikam korban sebanyak empat kali dan meninggal dunia di
Rumah Sakit Islam Faisal dan sebagai subjek hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan di depan hukum.
2. Dengan sengaja
Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk
melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa
perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung
pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en
wetens. Yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan
dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah
menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah
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mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori
kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikaitkan bahwa yang
dimaksud dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan
kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari
perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dengan
sengaja merupakan sikap seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dengan maksud tertentu yang ingin dicapai sebgai suatu tujuan dan berdasarkan
keterangan sksi terdakwa bahwa tersangka secara sadar melakukan penikaman
terhadap korban pada bagian vital korban sebanyak empat kali dengan
menggunakan pisau pemotong daging yang sangat tajam.
3. Merampas nyawa orang lain
Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 006/RSIF/1/RAHASIA telah
dilakukan pemeriksaan terhadap korban telah di temukan luka pada bagian dada
sebelah kiri atas, dada sebelah kiri bawah, punggung bawah sebelah kanan dan
lengan bawah kanan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa, korban di tikam oleh terdakwa sebanyak empat kali dengan
menggunakan pisau pemotong daging sehinggah korban meninggal dunia tidak
lama kemudian.
Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut
Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa Terdakwa SUHARTO ALS. ATTO
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telah melakukan perbuatan Pidana “MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN
(PEMBUNUHAN)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338
KUHP dalam dakwaan kami.
4. Kronologis kejadian
Bahwa terdakwa Suharto Als. Atto Bin H. suardi, pada hari selasa tanggal 01
januari 2013 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain
dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jl. Barawaja dekat terowongan
Kec. Tallo Makassar pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu
korban dengan cara antara lain sebagai berikut:
Bahwa pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita
dengan menggunakan motor terdakwa menuju Jl. Barawaja untuk menagih uang
daging langgananya, namun pada saat di pos ronda, terdakwa berhenti untuk
minum minuman keras bersama dengan  munawir  bin mappe, herman Als.
Sincan dkk. Setelah minum terdakwa turun dari motor dan membuka sadel
motornya dan mengambil sebuah pisau pemotong daging namun korban tetap
mau memukul terdakwa sehinggah terdakwa langsung menikam korban pada
bagian tersebut yang mengakibatkan terdakwa tersungkur bersimpah darah,
Akibat perbuatan terdakwa.
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Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia saat itu juga tidak lama
setelah penikaman sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :
006/RSIF/1OS/Rahasia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Kurniati Kasman
dokter pada Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.
Sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa,
perkenankalh kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan
mengajukan tuntutan pidana yaitu: Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa sopan selama persidangan pada waktu
- Mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa merampas nyawa orang lain.
Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini,
dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan.
D. Kesimpulan
Berdasarkan dengan fakta-fakta, pembahasan dan analisa tersebut diatas bahwa,
tersangka lelaki SUHARTO alias ATTO, benar telah melakukan tindak pidana
kejahatan terhadap jiwa orang atau sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau
penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban dan atau tersangka sengaja
melakukan berat korban lelaki JAMALUDDIN alias MADONG, dengan cara
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tersangkamelakukan penikaman dan atau menusuk tubuh korban pada dada sebelah
kiri atas, dada sebelah kiri bawah, punggung bawah sebelah kiri dan lengan bawah
kiri dengan menggunakan sebilah pisau pemotong daging (stenlis) berukuran panjang
35 (Tiga Puluh Lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Subs 351 (3)
KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat 1 UU No.12/Drt/1951/LN.No.78 Thn.1951.28
D. Wawancara Hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan di Pengadilan
Negeri Makassar.
Berdasarkan hasil dan wawancara terhadap hakim yang pernah melakukan
persidangan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar. Menurut Hakim
Suparman dalam wawancara mengenai judul skripsi tersebut banyak pertanyaan yang
harus di berikan. Menurut Hakim Suparman, Dalam menjatuhkan Pidana
pembunuhan ada beberapa sampel kasus yang telah di kumpulkan di peroleh
kesimpulan bahwa putusan hakim dalam praktek peradilan cenderung tidak
mengetahui pidana maksimum dalam mengadili tindak pida pembunuhan. Ada 5
Perkara hakim menjatuhkan putusan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa (
8 Tahun sampai dengan 13 Tahun) Sedangkan putusan hakim Antara 5 ( Lima) Tahun
6 (Enam) bulan sampai dengan 9 ( Sembilan) Tahun Penjara.29
Hakim dalam menjatuhkan pidana menurut hakim  tindak pidana merupakan
suatu perbuatan melanggar atau bertentangan Undang-Undang yang dilakukan
28Kutipan: Putusan Pengadilan Negeri Makassar tahun (2013), Kitab Undang undang Hukum
pidana.
29 Suparman, Hakim Pengadilan Negeri Makassar: Wawancara Tanggal 20 Mei 2014.
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dengan kesalahan oleh orang yang dapat  dipertanggung jawabkan dalam tindakan
pidana pembunuhan masih renda atau jauh di bawah ancaman pidana maksimal yaitu
15 tahun sebgaimana terancam dalam pasal 338 KUHP.
Wawancara dengan Hakim Suparman pada tanggal 20 Mei 2014
pukul 10.30 Wita, hakim mengatakan bahwa
petunjuk ada bermacam-macam yaitu :
A. Petunjuk dari penyidik.
yaitu petunjuk yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan untuk
dapat mengetahui pelaku kejahatan dan untuk menemukan tersangka berdasarkan
bukti-bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut.
B. Petunjuk dari penuntut umum.
yaitu sebelum melakukan penuntutan, maka penuntut umum harus melimpahkan
berkas yang lengkap ke pengadilan, tetapi apabila berkas dari penyidik belum
lengkap maka penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk
melengkapi berkas tersebut.
C. Petunjuk dari hakim.
yaitu petunjuk yang digunakan oleh hakim di sidang pengadilan berdasarkan
persesuaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan untuk memutus suatu perkara.
Dalam hal ini yang dibahas adalah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim
dalam perkara pembunuhan. Berdasarkan perkara diatas ada perbedaan petunjuk
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antara hakim dan penyidik dalam BAP ( Berkas Acara Pendahuluan ), hakim
memperoleh petunjuk bahwa terdakwa didampingi oleh penasihat hukum hanya pada
saat di persidangan dan baru pertama kali penasihat hukum tersebut melihat dan
bertemu dengan terdakwa, padahal dalamt BAP tersebut terdakwa sudah didampingi
penasihat hukum pada saat penyidikan. Sehingga hakim mendapat petunjuk untuk
menolak BAP tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Menurut Hakim Suparman cara menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan
pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ( negatief wettelijk )
yaitu alat bukti petunjuk diperoleh berdasarkan alat bukti yang telah ada dan
berdasarkan keyakinan hakim sehingga hakim dapat memutus suatu perkara. Hal ini
juga didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh
menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
Kendala dan Solusi Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim
Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan.
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1. Kendala.
Berdasarkan wawancara dengan Hakim Suparman pada tanggal 20 Mei pukul
10.30 Wita30, diperoleh keterangan bahwa dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk
menjatuhkan putusan, hakim menghadapi kendala sebagai berikut :
a. Cara menerapkan alat bukti petunjuk hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2)
KUHAP saja, sehingga apabila hakim hanya menerapkan alat bukti petunjuk
berdasarkan pasal tersebut maka dapat menghambat jalannya proses pembuktian
dipersidangan dan mempersulit dalam mendapatkan kebenaran materiil, padahal
kenyataannya di sidang pengadilan hakim dapat menggunakan bukti lain untuk
memperoleh petunjuk dalam menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan
putusan.
b. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya
dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat assessor (tergantung) pada alat bukti
yang lain. Sehingga dalam penggunaan alat bukti tersebut harus didukung dengan
alat bukti yang lain.
c. Pada rancangan KUHAP, alat bukti petunjuk rencananya akan dihapus sehingga
alat bukti yang sah hanya terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan
keterangan terdakwa. Apabila rancangan KUHAP tersebut disahkan maka hakim
dalam menjatuhkan putusan hanya terbatas pada ke empat alat bukti tersebut.
Padahal ada kemungkinan alat-alat bukti tersebut kurang kuat untuk member
keyakinan hakim dan akan mempersulit hakim dalam menjatuhkan putusan.
30 Suparman, Hakim Pengadilan Negeri Makassar: Wawancara Tanggal 20 Mei 2014.
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d. Perbedaan alat bukti petunjuk dengan pendapat hakim, karena dalam hukum acara
pidana hakim tidak boleh menggunakan pendapatnya sendiri untuk memutus
suatu perkara pidana, tetapi pada kenyataannya hakim dalam menggunakan
petunjuk berdasarkan pendapatnya sendiri sehingga dalam hal ini dapat
menjadikan perbedaan penafsiran dan penyalahgunaan alat bukti petunjuk itu
sendiri dalam proses beracara yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Solusi.
Berdasarkan kendala tersebut maka perlu adanya solusi yang dapat
mengatasinya, antara lain :
a. Seharusnya cara hakim menerapkanh alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada
Pasal 188 ayat (2) KUHAP tetapi bisa juga dari bukti bukti yang lainnya seperti
keterangan ahli, barang bukti dan olah TKP ( Tempat Kejadian Perkara ), apabila
alat bukti petunjuk hanya diperoleh dari alat- alat bukti yang ada dalam pasal
tersebut maka hakim tidak bisa mendapatkan persesuaian dari fakta-fakta hukum
yang terungkap dipersidangan dan dari bukti-bukti yang lain diluar alat-alat bukti
yang sah menurut Pasal 188 (2) KUHAP sehingga hakim bisa salah dalam dalam
memutus suatu perkara. Dalam perkara diatas ternyata hakim menggunakan
barang bukti untuk memperoleh alat bukti petunjuk untuk memutus suatu perkara.
b. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-
alat bukti tersebut berdiri sejajar satu sama lain kecuali petunjuk karena sifatnya
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assessor ( tergantung ) dari alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tidak
seharusnya bersifat assesor (tergantung ) dari alat bukti yang lain tetapi memang
penggunaan alat bukti petunjuk setelah mendengar dan melihat kemudian
menyimpulkan dan dilihat persesuaiaannya dari alat-alat bukti keterangan saksi,
surat dan keterangan terdakwa untuk kemudian menggunakan alat bukti petunjuk
apabila alat-alat bukti yang lain kurang menguatkan keyakinan hakim dalam
menjatuhkan putusan. Sehingga tidak seharusnya alat bukti petunjuk dianggap
sebagai assesor saja, karena justru alat bukti ini sifatnya sangat penting dalam
menguatkan keyakinan hakim dan harus dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti
yang sah seperti yang tercantum dalam KUHAP.
c. Ada baiknya apabila rancangan KUHAP tersebut disahkan, tetapi alat bukti
petunjuk tetap digunakan karena jika hanya mengacu pada keterangan saksi,
keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa saja kurang memberi keyakinan
hakim dalam mencari kebenaran dan dalam menjatuhkan putusan. Hakim akan
merasa terbatas dalam memutus perkara karena tidak dapat menggunakan alat
bukti petunjuk berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
d. Hakim hanya dapat menerapkan alat bukti petunjuk dari apa yang dilihat, didengar
dipersidangan yang kemudian dilihat persesuaian dan disimpulkan oleh hakim
dalam memutus perkara sehingga menghindari anggapan bahwa hakim
menggunakan pendapatnya sendiri.
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Menurut hukum Islam tindak pidana pembunuhan sejajar dengan tujuh
macam dosa besar menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah
sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat islam. Untuk menghargai dan
menghormati betapa pentingnya hak hidup sehingga dalam hukum islam memberikan
saksi pidana kepada pembunuh dengan hukuman mati. total keseluruhan kasus pidana
pembunuhan baik dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaiutu; 121 Orang.
Dalam hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al-Qur’an
Surat Al-Israa, ayat 33 yang artinya : ”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar”.
Dalam syariah Islam kesengajaan dalam pembunuhan menurut hukum pidana Islam
adalah bermaksud membunuh atau sungguh-sungguh bermaksud membunuh. Kasad
(maksud) tersebut dapat berupa perbuatan spontan atau adanya perencanaan, dan
apabila kedua kasad tersebut mendahului atau menyutujui suatu perbuatan
menghilangkan nyawa tersebut maka hukumnya sama, sebab dasar penentuan
hukumam menurut syari’at Islam adalah kasad yang menyertai perbauatan jarimah
yaitu langkah-langkah Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukum Had
(hukuman yang sudah ada nashnya) atau Ta’air (hukuman yang tidak ada nashnya).
Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan atau
tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuhan adalah orang yang berakal,
sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum, memakai alat
yang pada galibnya dapat mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam
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Islam, para Fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib
dijatuhi hukuman Qishash.
Adapun yang dimaksud dengan Qishash berasal dari kata “Aqtashsa” yang
bearti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dari
perbuatannya itu. Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syariat
Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan
dikalangan candikiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-
hukum pidana yang tercantum dalam Al-Qur’an dan pernah dilaksanakan pada zaman
Rasulullah SAW itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern
ini.
Anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran orientasi barat pada
umumnya, yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang kejam,
biadab, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya. 41Padahal
kalau diteliti dengan seksama, tidak ada satupun hukuman pidana di dunia ini yang
merampas hak asasi manusia. Sebelum Islam lahir di Jazirah Arab sering terjadi
pembunuhan dan peperanagan antara kabilah yang satu dengan kabilah lainnya. Hal
ini memang merupakan suatu tradisi dan kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang gemar
dan suka berperang. Namun, ketika satu kabilah yang lebih kecil membunuh
seseorang dari kabilah yang lebih besar dan terhormat, maka kabilah yang besar
tersebut mengupayakan mereka dalam membalas dengan membunuh ra’is (kepala)
kabilah yang kecil dan ini merupakan keinginan dari kabilah yang besar. Kemudian,
jika seorang membunuh wanita, maka ahli warisnya ingin membalas dengan
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membunuh pria sebagai penggantinya, begitu pula dengan nyawa seorang hamba
diganti dengan nyawa seorang yang merdeka, dan jika hal tersebut tidak terpenuhi
maka konsekuensinya adalah perang antara kabilah. Maka Islam hadir untuk
meluruskan tradisi dan kebiasaan buruk Arab Jahiliyah tersebut
Dalam setiap persidangan hakim sering mengalami kerusuhan dalam ruang
persidangan karena dalam persidang biasanya keluarga korban atau  keluarga
tersangka di situlah biasa terjadi kerusuhan apabila hakim telah menjatuhkan pidana,
keluarga tersangka tidak menerimah putusan terhadap hakim. Maka dari itu hakim
harus memutuskan sesuai dengan undang undang yang berlaku tentang kasus
pembunuhan, tetapi bagaimana pun keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan
pidana, keluarga korban tidak menerima keputusan terhadap hakim karena dalam
situasi persidangan keluarga korban sempat adu mulut kepada terdakwa dalam
persidangan.31






Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus
pembunuhan yang dilakukan oleh SUHARTO Als, ATTO diputuskan Pengadilan
Negeri Makassar Nomor 449/Pid.B/2013/PN.Mks, adalah sebagai berikut : (1)
Keterangan saksi-saksi disertai alat bukti yang kuat (2) Pengakuan terdakwa (3)
Tuntutan jaksa penuntut umum (4) Pasal 338 KUHP  (5) Keterangan ahli (6) Analisis
kasus (7) Analisa yuridis. Hakim harus memutuskan suatu tindankakan terhadap
pelaku pembunuhan dan di kenakan pasal 338 KUHP diancam karena melakukan
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Maka inilah hasil
kesimpulan dari pembahasan dan penelitian kami
B. Implikasi penelitian
Sebagai suatu hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor Pengadilan
Negeri Makassar  maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam
bidang kasus pembunuhan dan juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan
dengan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut :
Hasil penelitian mengenai kasus pembunuhan yang telah melibatkan dan
menghilangkan nyawa orang melakukan suatu putusan terhadap hakim. Sebagaimana
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di jelaskan sebelumnya bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur
dalam pasal 338 KUHP.
Berdasarkan pada hasil penelitian di atas bahwa dalam kasus tersebut merupakan
kasus kejahatan yang di langgar oleh aturan aturan hukum yang berlaku di setiap
undang undang. Hal ini dapat menyebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana
pembunuhan dapat memberi putusan yang dapat dilanggar oleh pelaku tersebut dan di
hukum sesuai dengan pasal yang dikenakannya.
C.Saran
Setelah penulis mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Makassar dan
selanjutnya menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi maka penulis
mengemukakan saran sebagai berikut :
1) Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk memeperhatikan dan menghindari
hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana demi keamanan, ketertiban dan
ketentraman masyarakat khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Makassar
2) Penulis menyarankan kepada aparat hukum penegak hukum lebih tegas dalam
bertindak menyelesaikan masalah kejahatan tanpa pengaruh dari pihak-pihak lain,
dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pengabdian dan memberikan rasa
keadilan bagi masyarakat.
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3) Penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum perlu lebih giat dalam
memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
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